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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Kecamatan Jemaja Barat,
Kabupaten Kepulauan Anambas, yang terdiri atas beberapa pulau sehingga
transportasi laut menjadi kebutuhan utama bagi siswa SMP dalam mengakses
pendidikan. Keterbatasan sarana transportasi yang disediakan pemerintah
menyebabkan siswa masih bergantung pada transportasi laut milik masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyediaan transportasi laut bagi siswa
SMP antar pulau di Kecamatan Jemaja Barat. Penelitian menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori tanggung jawab pemerintahan
Helbert J. Spiro (1969), yang meliputi dimensi obligation (kewajiban),
accountability (akuntabilitas), dan cause (penyebab). Data diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pihak
Dinas Pendidikan, orang tua/wali murid, serta tekong pompong. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum
menyediakan armada transportasi laut khusus bagi siswa dan masih bergantung
pada layanan transportasi milik masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah telah
memenuhi sebagian tanggung jawabnya melalui penyediaan dukungan anggaran,
kerja sama dengan pemilik pompong, pengawasan terhadap pelaksanaan layanan,
serta penyediaan perlengkapan keselamatan bagi siswa. Namun, belum
tersedianya armada transportasi laut milik pemerintah menyebabkan
keberlangsungan layanan masih bergantung pada transportasi masyarakat. Oleh
karena itu, diperlukan peningkatan komitmen dan upaya pemerintah dalam
menyediakan layanan transportasi laut yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan
guna mendukung pemerataan akses pendidikan di wilayah kepulauan.
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ABSTRACT

This study is motivated by the geographical conditions of West Jemaja District,
Anambas Islands Regency, which consists of several islands, making sea
transportation a primary need for junior high school students to access education.
The limited transportation facilities provided by the government make students
still rely on community-owned sea transport. This study aims to analyze the
responsibility of the Anambas Islands Regency Government in providing sea
transportation for junior high school students traveling between islands in West
Jemaja District. The study uses a qualitative descriptive method with Helbert J.
Spiro's (1969) theory of government responsibility, which includes the dimensions
of obligation, accountability, and cause. Data was collected through interviews,
observation, and documentation with informants including officials from the
Education Office, parents/guardians, and boat operators. The research shows that
the Anambas Islands Regency Government hasn't provided a dedicated sea
transport fleet for students and still relies on community-owned transport
services. Even so, the government has fulfilled part of its responsibility by
providing budget support, collaborating with boat owners, supervising service
implementation, and supplying safety equipment for students. However, the lack of
a government-owned sea transport fleet means that service continuity still
depends on community transport. Therefore, it's necessary for the government to
step up its commitment and efforts to provide more effective, safe, and sustainable
sea transport services to support equal access to education across the islands.
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